BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 4 § 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa
setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak Atas tanah
dan Bangunan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum
Pemegang Hak Atas Tanah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
gg;b)'l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
)



6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENGGANTIAN
NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
23
3.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disebut Badan, adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Cilacap.

Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bagunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Baflan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
ball-f yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
per§¢?kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap.

Bgdan Hukum adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya
dlmana} pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan
sebagai personal atau sebagai orang.



BAB 11
PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM

Pasal 2

(1) Penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah adalah badan
hukum pemegang hak yang sama, tetapi namanya berganti.

(2) Penggantian nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengubah entitas pemegang hak.

Pasal 3

Penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen berupa :

a. akta notaris yang berkaitan dengan perubahan nama badan hukum;

b. persetujuan perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan nama
badan hukum dimaksud dari Menteri Hukum dan HAM u.p. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum.

BAB III
PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 4

Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian

Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah, adalah sebagai berikut :

a. dalam hal Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah sebagai akibat badan hukum pemegang hak yang ganti
nama dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertipikat, tidak terutang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

b. dalam hal Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah sebagai akibat badan hukum pemegang hak yang ganti
nama dengan menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak atas nama
badan hukum pemegang hak dengan nama yang baru karena ada penambahan
jangka waktu berlakunya hak, tidak terutang Bea Perolehan Hak Atas Nama
Tanah dan Bangunan;

c. dalam hal Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah sebagai akibat badan hukum pemegang hak yang ganti
nama dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas nama badan
hukum pemegang hak dengan nama yang baru karena jangka waktu
berlakunya hak atau perpanjangannya telah habis, maka terutang Bea
Perolehan Hak Atas Nama Tanah dan Bangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan
Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah (Berita

E:Tarihu Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak
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